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A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seonamg dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuambestuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkéwh&nan Yang Maha
Esa. lkatan dalam syari'at Islam merupakan suatjam&n yang sangat
kuat. Karena itu Allah SWT menetapkan aturan uniudangsungkannya
maupun untuk menjamin kelestariannya.

Berkaitan dengan ikatan perkawinan ini, Allah mdntkan dalam

surat an-Nisa’ ayat 21:
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Artinya :“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padlaedagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lainageb
suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah rgambil dari
kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisa’: 211)

Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikaten ini
ataupun memperlemahkannya, apalagi memutuskanyahasbngat dibenci
dalam agama. Sekalipun perkawinan merupakan iketag sangat kuat serta

setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnyik uméncapai tujuan

disyari'atkannya nikah, namun adakalanya niatamlumtembangun rumah

! Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir abQukl-qur'an dan terjemahnya,
Jakarta: Depag RI, 1976im. 120



tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmdbk tsemua dapat
terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan penkawitidak dapat tercapai
sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saknigemturan. Oleh
karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatdsnh Talak disyari'atkan

untuk mengatasi permasalahan ini.

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada ditangan ssatalah
pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelatakakan akad nikah
mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetaak demikian halnya
bagi isteri. Dalam penerapannya talak dianggap aadibila dijatuhkan
dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehiayakdan baligh.
Dengan mengucapkan lafadz talak (sep&hallagtuk) maka seketika itu
telah putus ikatan perkawinan antara suami dengtami itersebut dengan
jatuh talak satu.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yaegikahinya.
Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadigebagai isteri, maka
yang berhak menjatuhkan talak adalah orang lakiyakg menikahinya.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:
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2 Rahmat HakimHukum Perkawinan IslanBandung: Pustaka Setia, 2000m. 155



Artinya :*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu meriika
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamaikeer
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekalirdedak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baikngaS. Al-
ahzab: 49§

Seperti keterangan di atas, talak merupakan haikldkik sebagai
seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mental@kinya sendiri secara
langsung atau mewakilkannya kepada orang lain.kTgéng diwakilkan
suami kepada orang lain tidak dapat menggugurkak $izami dan
merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikela&inya.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum lakil dan
perempuan berada dalam status yang sama tanpa nsealkan apakah
perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagak gi#ing bertindak atas
nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penekiraaa tidak boleh
melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewamays Pemberian
kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkamigtarb bersegi satu atau
perjanjian sepihak, sehingga pemberi kuasa dapaamkekuasanya kembali
sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kbasa.

Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam ksalaakan

perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pembenmsakdisebabkan tidak

cakapnya atau dianggap kurang cakap melakukan kiswadisebabkan

3 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir ak@uop, cit,hlm. 675.
4 A. Rahmad Rosyadi,Advokat dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif,
Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003, him. 80



dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendigiya. Sebagaimana
seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahleseaang baik ijab
ataupun gobul dikarenakan dia dilarang dan tidakddemelakukan itu pada
dirinya sendiri. Sebagaimana keterangan hadist,
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artinya : “diriwayatkan dari Abu Hurayrah berkata Rasululabersabda :
seorang perempuan tdak boleh menikahkah peremmilandan
juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan yghrigendiri.
karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkanyd
sendiri”. (HR. Ibnu Majah)

Sependapat dengan keterangan di atas al-Syarbimganggap
seorang perempuan yang diberi kuasa dalam akal hikeumnya tidak sah,
baik dalamijab maupungabul Bahkan ia menambahkan dengan keterangan
tidak sahnya menjadikan wakil seorang perempuamndaiasalahuju.®

Madzhab Malikiyah mengatakan suami yang memberikaasa
kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepattgyasttu diperbolehkan,
baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun aydain.’

Madzhab Hanafiyah yang mengartikaawkil dalam talak adalah

pemberian kuasa dari seorang suami kepada oramgidilk bertindak atas

nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istringlampPahan kuasa itu bisa

5 al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazi&unan Ibnu MajahJuz I, Beirut: Dar al-
Fikr,tt him. 606.

¢ Syamsuddin al-SyarbinMugniy al-Mukhtaj,Juz Ill, Beirut: Darl Kutub al-limiyah, tt,
him. 233.

" Wahbah Zuhailial-Figh al-Islam wa AdillatuhpJuz 1X, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
hal. 6938.



diberikan kepada istrinya sendiri atau orang faNemun pelimpahan kuasa
itu tidak dapat diberikan kepada perempuan sektiinya sendiri, karena
perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada diseydiri bukan kepada
orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapatjadi kuasa sebagai
wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang la@tainkan dia hanya bisa
menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang giipngah
talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada ofaimy Adapun jika
suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa kirttertindak sebagai
wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa gdjap salf. Dengan
adanya pendapat seperti ini maka talak yang diatutsah baik dijatuhkan
kepada orang lain begitu juga dijatuhkan untuknglai sendiri.

Madzhab Syafi'iyah memberikan keterangan syaratilwalkg diberi
kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yangheré&an kuasa yaitu
dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukankutitinya sendiri sesuatu
yang ingin ia wakilkan kepada orang lain. Syamnatulga berlaku pada wakil
yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang ymrgak melakukan untuk
dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan keqraygh dari orang lait?

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni berpeatd@ahwa
ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepastorang perempuan

maka sah perwakilnya, karena sesungguhnya seorarggnpuan itu sah

8 Abdurrahman al-JazirKitabu al-Fighu ala al-Madhahibul al-Arba’'Juz 1V, Libanon:
Darl Kutub al-limiyah, 2003, hal. 287.

® Wahbah Zuhalipp, cit,hal. 6958.

0 Abdurrahman al-Jazirgp, cit,hal. 132.



menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sala eorang
perempuan menjadi wakil dalam hal talak sepewiia}a seorang laki-lakf-
Dengan adanya pendapat seperti ini maka seoraegnpaaen dianggap sah
dalam menjadi wakil untuk menjatuhkan talak.

Bertolak dari keterangan di atas, penulis mencobaganalisa dan
meneliti dalam bentuk skripsi tentafi§endapat Ibnu Qudamah Tentang

Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakill&ak” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis skenmubeberapa
pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi Pokok-pokok
permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beipeitanyaan-
pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang diperlanielglh seorang

perempuan menjadi wakil talak ?

2. Apa landasan hukum Ibnu Qudamah tentang diperbatetya seorang

perempuan menjadi wakil talak ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk memahami pendapat Ibnu Qudamah tentang difsdrkannya

seorang perempuan menjadi wakil talak.

1 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin @athh al-Mughni.Juz VIII,
Libanon: Darl kitab al-Arabi, tt, hal. 246.



2. Untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakamu IQudamah

tentang diperbolehkannya seorang perempuan memgddli talak.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Membahas lebih lanjut mengeéRandapat Ibnu Qudamah
Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjatfakil Talak”,
penulis akan menelaah beberapa buku, kitab daatlitelain yang berkaitan
untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, gerbandingan dalam
penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat lgtekbedaan antara skripsi ini
dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yaeghubungan
dengan wakil talak dan juga menjadi bagian pendatam penelitian ini,
diantaranya adalah:

1. Nur Fathoni (2103207) dengan judiarangan lkrar Talak Oleh Kuasa
Hukum Perempuan (Study Kasus lkrar Talak Oleh Ku&k#um
Perempuan Di PA Salatiga)’.Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang tahun 2009. Dalam skripsi ini seorangekhakum perempuan
tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam iktalak dikarenakan
kurang cakapnya dalam melakukan perwakilan.

2. Ismail (2100159) dengan juduPenyelesaian Perkara di Pengadilan
Agama (Studi Analisis Perkara Nomor 571/Pdt. G/ZB®3 SM Tentang
Tidak Diterimanya Pemohon Cerai Talak Yang MewakilkPada

Kuasanya): Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tah@94



Dalam skripsi ini tidak diterimanya permohonan cetalak yang
diwakilkan kepada kuasa hukumnya dikarenakan hakiemggunakan
dasar hukum pasal 130 HIR jo. pasal 82 ayat (1)(@amndang-undang
Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkatimbangan
hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkai adalah:
bahwa hakim telah memerintahkan kuasa hukum pemalnaiuk
menghadirkan pemohon secara in person hingga tidjapkrsidangan
guna untuk upaya perdamaian, namun kuasa hukumhmentmak dapat
menghadirkannya. Sehingga mejelis hakim menilahwaa pemohon
materiil tidak bersungguh-sungguh dalam berperkdem terkesan
mengabaikan majelis hakim.

3. Nur Amaliyah (2199028) dengan judtAnalisis Pendapat lbnu Hazm
Tentang Mewakilkan Talak” Fakultas Syari'ah 1AIN Walisongo
Semarang tahun 2004. Dalam skripsi ini lbonu Hazmpdredapat bahwa
mewakilkan talak adalah tidak boleh dan tidak sanena tidak adannya
nash yang menjelaskan tentang memperbolehkannyaakiikan talak,
maka tidak bisa seseorang merubah hukum Allah

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulisgaldalah sama-
sama membahas tentamgkil talak, akan tetapi dari beberapa penelitian
diatas menunjukan bahwa penelitian terdahulu tidakmperbolehkan
seorang perempuan menjadi wakil talak. Berbeda aterggenelitian yang
sedang penulis bahas saat ini yang memperboleh&arargy perempuan

menjadi wakil talak. Dalam hal ini penulis akan manalisa pendapatnya



Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang jpei@mmenjadi wakil

talak.

M etode Penulisan
Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi krites@bagai karya
iimiah serta mengarah kepada obyek kajian dan seswmgan tujuan yang
dimaksud, maka penulis menggunakan metode, atiara |
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitianadialah penelitian
kepustakaan liprary researchj?. Jenis penelitian ini bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi tentamakil talak dengan bantuan
bermacam-macam materi yang terdapat di perpustalssgerti; buku-
buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejair:ﬂhIain—lainyal.3
2. Metode pendekatan
Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum nibryeitu
pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara miebalian pustaka
atau data sekunder belaka.Atau disebut juga penelitian hukum
kepustakaan vyaitu suatu penelitian kepustakaan atengara
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan mat@cam

material yang terdapat di ruang kepustakaan unikikjid Seperti buku-

12 Masyhuri dan M. Zainuddinyletodologi PenelitianBandung: Refika Aditama,
2008, him.50.

13 Mardalis,Metode Penelitian Suatu Pendekatan Propodakarta: Bumi Aksara,
1999, him. 28.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 15.



10

buku, majalah, Koran, naskah, catatan, dokumen, ld@nlain. Disini
penulis akan menganalisa dengan menggunakan peadekakum
normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasaasgagbaru dalam
menyikapi permasalahan yang ada diatas.
3. Sumber data
Sumber dat& dalam penelitan ini sesuai dengan jenis
penggolongannya ke dalam penelitian perpustakéibrary research,
maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data ydngutkan adalah
dokumen, yang berupa data-data yang diperolehpdgpustakaan melalui
penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik ydmegsifat primer
ataupun yang bersifat sekunder.
a. Data primer
Sumber data primer adalah data otentik atau daugsisng
dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapBecara
sederhana data ini disebut juga data *8sBumber primer dalam
penelitian ini adalah kitabAl-Mughni karangan Abi Muhammad
Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud Bin Qudamah daigh al-Islam
wa Adillatuhukarangan Wahbah Zuhaili.
b. Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang mengutiguaber

lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudpkrdleh dari sumber

15 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakfelkarta: PT.
Rineka Cipta, 2006, him.107.

163aifuddin Azwar,Metode PenelitianYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet I,
him. 91.
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kedua atau ketigh. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh
dari kitab-kitab figih klasik maupun kontemporegndjuga beberapa
literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki valesi dengan topik
yang sedang penulis bahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adaladerse
bukunya Amir SyarifuddinHukum Perkawinan Islam Di Indonesia
kitab al-Fighu ‘ala al-Madzahib al Arba’atkarangan Abdurrahman al
jaziri dan kitabFigh Sunnahkarangan Sayyid Sabiq.

4. Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiapu&takaan
(library research)maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
secara dokumentatif®. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
data-data dari berbagai sumber yang telah ditentusak sumber primer
maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghinieberapa
pendapat para ulama figih mengenakil talak Hal ini peneliti lakukan
dengan cara menelusuri literatur-literatur yang bdék yang berbahasa
Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.
5. Teknik Analisis Data
Berangkat dari studi yang bersifat literatur inaka sumber data

skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikpala untuk

Ybid.
'8 Suharsimi Arikuntopp, cit, him 206.
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Menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, anaata yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan metiesdiriptif analitis™

Di sini penulis menganalisis pendapat ibnu qudanetitang
diperbolehkannya seorang perempuan menjadi walkdk,tadimana
nantinya penulis akan mendapatkan beberapa pemegksa pendapat
para ulama figih tentang wakil talak perempuan,gydiharapkan bisa

memunculkan sebuah gagasan baru tevkalil talak perempuan.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upayakumtemudahkan
pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang kdisapleh penulis.
Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi jadnlima bab, yaitu :
Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan terfamglahuluan,
yang memuat latar belakang masalah, rumusan magajahn penulisan,
telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Sembesufu bab tersebut
dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yamgdiaji oleh penulis.
Setelah itu dalam bab dua ini penulis akan npama@n tentang
Tinjauan umuniralak dan wakil talakyang berisi tentang pengertidalak,
dasar hukunTalak macam-macaritalak syarat-syaratalak serta memuat

juga tentang pengertiavmakil talakdansyarat-syaratVakil Talak.

19 Suharsini Arikunto,Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktikarta: Rineka
Putra, 2002, him. 86
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Setelah itu dalam bab tiga ini penulis akan nEariean pendapat
Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang jpei@mmenjadi wakil
talak. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Ibiigudamah, pendapat lbnu
Qudamah tentang diperbolehkannya seorang peremmpeaajadi wakil talak
dan landasan hukum pendapat Ibnu Qudamah tentpagodlehkan seorang
perempuan menjadi wakil talak.

Setelah itu dalam bab empat ini penulis akan rpankan tentang
analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentamgbdilehkannya seorang
perempuan menjadi wakil talak dan analisis terhatpmlasan hukum
pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkan se@amgnpuan menjadi
wakil talak.

Setelah itu dalam bab lima ini karena merupakangsatutup, maka
penulisis akan memaparkan kesimpulan dari pembahgsag penulis

sajikan di atas, saran-saran dan penutup.



